MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 187 Tahun 2015
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 56
TAHUN 2015 TENTANG KEGIATAN PENGUSAHAAN BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 238 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan,
telah ditetapkan Peraturan Menterl Perhubungan
Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang kegiatan
pengusahaan bandar udara;

b. bahwa setelah dilakukan evaluasi lapangan terhadap
stakeholders penerbangan, diperlukan penyesuaian
terhadap Peraturan Menteri Perhubungan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri erhubungan Nomor
PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan Pengusahaan

Bandar Udara.

Mengingat - 1. Undang-undang WNomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4956);




Menetapkan

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun
2014;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun
2014,

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68
Tahun 2013;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 83 Tahun
2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur Transportasi;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 tahun

2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGAN NOMOR PM 56 TAHUN 2015 TENTANG
KEGIATAN PENGUSAHAAN DI BANDAR UDARA.

Pasal ]
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 56 Tahun 2015 tentang Kegiatan
Pengusahaan di Bandar Udara diubah dan ditambah

sebagai berikut :



Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal

yaitu Pasal 7a yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7a

Badan Hukum Indonesia dapat menyelenggarakan
salah satu atau beberapa bagian dari Jasa
Kebandarudaraan sebagaimana disebutkan dalam
pasal 3 dibawah Badan Usaha Bandar Udara
dan/atau Unit Penyelenggara Bandar Udara setelah
memperoleh izin pelayanan jasa kebandarudaraan dari

Menterti;

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10
(1) Untuk mendapatkan izin badan usaha bandar

udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

harus memenuhi persyaratan :

a. administrasi;

b, keuangan; dan

C. manajermen

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, yaitu :

a. akte pendirian perusahaan dalam bentuk
Perseroan Terbatas (PT) yvang disahkan oleh
oleh Menteri vang berwenang dan salah satu
usahanya  bergerak di  bidang jasa
kebandarudaraan dan tidak memiliki usaha
di bidang angkutan udara niaga berjadwal
maupun angkutan udara niaga tidak

berjadwal;




tanda jati diri pemilik;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Surat Keterangan Domisili Perusahaan
(SKDP); dan

Penetapan Badan Hukum Indonesia sebagai
pemenang seleksi untuk mengusahakan

bandar udara secara komersial.

Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf b, yaitu :

a.

kemampuan finansial perusahaan untuk
pembangunan dan kelangsungan kegiatan
pengoperasian bandar udara; dan

seluruh atau sebagian besar modalnya harus
dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau
warga negara Indonesia sesual yang
dipersyaratkan dalam peraturan perundang-
undangarn.

Menyampaikan bukti kepemilikan modal
yang disetor.

Persyaratan modal disetor sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai persyaratan kepemilikan

modal badan usaha di bidang transportasi.

Persyaratan manajemen sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf c, yaitu kemampuan personel

dan organisasi pengoperasian bandar udara

sesual dengan standar CASR khususnya standar

pengoperasian bandar udara sebagaimana diatur

dalam peraturan keselamatan penerbangan sipil

bagian 139.




Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab,

yaitu BAB IVa yang berbunyi sebagai berikut:

BABIV A

PENGUSAHAAN JASA KEBANDARUDARAAN

Diantara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 6 {enam)

pasal, yaitu Pasal 35a, Pasal 35b, Pasal 35c, Pasal

35d, Pasal 35e dan Pasal 35f yang berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 35a
[zin Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7a, diberikan
oleh Menteri.
Izin Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
selama badan usaha tersebut melaksanakan
kegiatan pengusahaan satu atau beberapa
pelayanan jasa kebandarudaraan pada satu
bandar udara.
Setiap izin pelayanan jasa kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku
pada setiap kegiatan pelayanan jasa
kebandarudaraan yang diusahakan pada 1 (satu)
bandar udara.
Izin pelayanan jasa kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghilangkan hak penyelenggaraan bandar
udara umum oleh Badan Usaha Bandar Udara
atau Unit Penyelenggara Bandar Udara.
[zin Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
dipindahtangankan.




(2)

(3)

[zin Pelayanan Jasa Kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

evaluasi setiap 2 (dua) tahun.

Pasal 35b
pengusahaan pelayanan jasa kebandarudaraan
antara Badan Usaha Bandar Udara dengan
pemegang izin jasa kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7a dilakukan
berdasarkan perjanjian.
Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
jangka waktu tidak lebih dari jangka waktu hak
pengusahaan bandar udara secara komersil oleh
Badan Usaha Bandar Udara.
Pengusahaan pelayanan jasa kebandarudaraan
antara Unit Penyelenggara Bandar Udara dengan
pemegang izin jasa kebandarudaraan dilakukan
dalam bentuk perjanjian konsesi dan Kerjasama
Penyediaan Infrastruktur atas Barang Milik
Negara/Daerah dilakukan sesuai peraturan
perundang-undangan.
Jangka waktu perjanjian kerjasama pengusahaan
pelayanan jasa kebandarudaraan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), paling lama 50 (lima
puluh) tahun dan dapat diperpanjang.
Setelah  berakhir jangka waktu perjanjian
kerjasama pengusahaan pelayanan  jasa
kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) semua lahan, sarana, prasarana, dan
perangkat yang telah diadakan oleh Badan
Hukum Indonesia  pemegang izin  jasa

kebandarudaraan diserahkan kepada pemerintah.




(1)

Pasal 35¢

Permohonan izin pelayanan jasa

kebandarudaraan dapat disampaikan oleh Badan

Hukum Indonesia dengan persyaratan :

a. memiliki kemampuan finansial untuk
mengusahakan jasa kebandarudaraan;

b. seluruh atau sebagian besar modalnya harus
dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau
warga negara Indonesia; dan

c. memiliki personil/SDM vang berpengalaman
di bidang Bandar Udara.

d. Menyampaikan bukti kepemilikan modal
yvang disetor sebesar 25% dari modal dasar.

Kemampuan finansial untuk mengusahakan jasa

kebandarudaraan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b angka 1) meliputi pengoperasian,
perawatan, pembangunan dan/atau

pengembangan bandar udara

Pasal 35d

Permohonan izin pelayanan jasa kebandarudaraan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35c diajukan

secara tertulis kepada Menteri, dengan melampirkan:

a.

Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris bagi
Badan Hukum Indonesia atau tanda kenal diri
bagi perorangan;

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)
bagi Badan Hukum Indonesia;

surat ijin usaha dari instansi yang membidangi
perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  yang berlaku  yang

mencantumkan jenis kegiatan,
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struktur organisasi badan usaha;

laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan
publik terdaftar yang minimal memuat neraca
awal yang menunjukkan modal yang disctor;
surat izin dari pengelola bandar udara.

surat izin dari Badan Koordinasi Penanaman
Modal atau Badan Koordinasi Penanaman Modal
Daerah apabila yang bersangkutan menggunakan

fasilitas penanaman modal.

Pasal 35¢e

Badan Hukum Indonesia pemegang izin pelayanan

jasa kebandarudaraan wajib :

4a.

Memberikan pelayanan jasa kebandarudaraan
sesuai izin jasa kebandarudaraan dengan baik
dengan menjaga dan meningkatkan keamanan,
keselamatan, kelancaran dan kenyamanan
bandar udara.

Menyediakan, mengembangkan dan memelihara
pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai izin jasa
pelayanan kebandarudaraan.

menyediakan personel yang mempunyai
kompetensi untuk perawatan dan pengoperasian
fasilitas layanan jasa kebandarudaraan dan
mempertahankan dan meningkatkan kompetensi
personel yang merawat dan mengoperasikan
layanan jasa kebandarudaraan;

memberikan pelayanan kepada pengguna jasa
Bandar Udara sesuai dengan standar pelayanan
yang ditetapkan oleh Menteri;

Memelihara kelestarian lingkungan;

Memberikan laporan secara berkala kepada
Menteri, otoritas bandar udara dan pengelola

bandar udara.




Pasal 35f

(1) Pemegang izin pelayanan jasa kebandarudaraan
yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35E dikenakan sanksi
administratif berupa:

a. peringatan;

b. pencabutan izin pelayanan jasa
kebandarudaraan; dan/atau

c. pembatalan perjanjian bisnis atau kerjasama
pengusahaan jasa kebandarudaraan.

(2) Pencabutan izin pelayanan jasa kebandarudaraan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3
(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu

masing-masing 1 (satu} bulan.

Pasal 35g
1zin pelayanan jasa kebandarudaraan dapat dicabut
tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35F, dalam hal
pemegang izin yang bersangkutan terbukti :
a. melakukan kegiatan yang membahayakan
keamanan negara;
b. memperoleh izin atau penetapan dengan cara
tidak sah; atau
c. dinyatakan pailit atau dibubarkan berdasarkan

suatu keputusan hukum yang berlaku.

Ketentuan Pasal 39 huruf e diubah, sehingga pasal 39

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39
Untuk mendapat sertifikat operasi kegiatan jasa
terkait untuk menunjang kegiatan pelayanan operasi
pesawat udara di Bandar Udara harus memenuhi

persyaratan :




€.
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badan hukum Indonesia yvang telah disahkan oleh
Menteri yang berwenang dan salah satunya
usahanya bergerak di bidang jasa terkait bandar
udara;
seluruh atau sebagian besar modalnya harus
dimiliki oleh badan hukum Indonesia atau warga
negara Indonesia;
memiliki/menguasai fasilitas dan peralatan;
memiliki/menguasai personil yang mempunyal
kompetensi; dan

Menyampaikan bukti kepemilikan modal yang

disetor sebesar 25% dari modal dasar.

Ketentuan Pasal 44 ayat {1) huruf {I} diubah, sehingga

pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 44

Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 diajukan secara tertulis kepada

Kepala  Otoritas Bandar  Udara dengan

melampirkan:

a. Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris bagi
Badan Hukum Indonesia atau tanda kenal
diri bagi perorangan;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

¢c. Surat Keterangan Domisili Perusahaan
(SKDP} bagi yang sesuai dengan lokasi
bandar udara tempat kegiatan;

d. surat ijin wusaha dari instansi yang
membidangi perdagangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang mencantumkan jenis
kegiatan;

e. struktur organisasi badan usaha;
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f. daftar personel yang bersertifikat kecakapan
sesuai dengan kegiatan,;

g. daftar fasilitas dan  peralatan yang
bersertifikat sesuai dengan kegiatan;

h. standar prosedur operasi;

i.  sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh
lembaga atau asosiasi yang disetujui oleh
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;

j. rencana usaha (bussiness plan) 5 (lima)
tahun;

k. laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan
publik terdaftar;

1.  rekomendasi dari Kepala Bandar Udara
sebagali dasar pertimbangan atas
ketersediaan peluang usaha di bandar udara;

m. asuransi terhadap kerugian yang timbul atas
pelayanan yang diberikan kepada pihak
ketiga sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlakuy;

n. sertifikat C (untuk perusahaan jasa terkait
yang bergerak di Dbidang penyediaan
katering);

0. Pernyataan bermeterai kepemilikan peralatan
dan personel yang telah memiliki sertifikat;
dan

p. surat persetujuan dari Badan Koordinasi
Penanaman Modal atau Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah apabila yang
bersangkutan menggunakan fasilitas
penanaman modal.

Dokumen sebagaimana tersebut pada ayat (1),

diserahkan dalam bentuk salinan yang telah

dilegalisir oleh instansi yang mengeluarkan, dan
apabila diperlukan, Kepala Otoritas Bandar Udara
dapat meminta untuk menunjukkan dokumen

aslinya.
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Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Perhubungan ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1825

Salinan sesuai dengan aslinya




